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ABSTRAK

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan pengelolaan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi pada peningkatan
pendapatan asli daerah, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan,
dan pembangunan ekonomi daerah. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian
Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda), sebagai salah satu BUMD di sektor
perbankan, perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing melalui
optimalisasi kualitas pelayanan dan penerapan tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance). Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda) perlu diganti, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank
Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda);

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
uu No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun
2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13
Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017;
PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 37 Tahun
2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 21 Tahun 2024;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Bank
Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda) dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bank Perekonomian
Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank milik Pemerintah Daerah
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. Adapun
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
mengenai usaha mikro dan kecil. Sementara itu, Perusahaan Perseroda yang
selanjutnya disebut Perseroda adalah BPR yang modalnya terbagi dalam



CATATAN

saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus)
sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan
Daerah ini sebagai perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Bank
Buleleng 45 (Perseroda) yang pendiriannya untuk meningkatkan peran dan
fungsi badan usaha milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu
sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan, sesuai
ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selanjutnya, tujuan
ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan dan
mengembangkan potensi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda). Lebih lanjut,
Peraturan Daerah ini juga mengatur terkait Pendirian; Nama dan Tempat
Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Perseroan
Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng 45 (Perseroda); Organ
dan Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Buleleng
45 (Perseroda).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2025.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. anggota Komisaris dan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng
45 (Perseroda) tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai
berakhirnya masa jabatan;

b. besaran penghasilan anggota Komisaris dan Direksi, masih tetap berlaku
sampai ditetapkan besaran penghasilan yang baru;

c. hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian yang telah dilaksanakan
oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45
(Perseroda) menjadi hak, kewajiban, kewenangan dan kepegawaian PT
BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);

d. seluruh perjanjian dan kerja sama yang telah disepakati sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku dan
dilanjutkan oleh PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); dan

e. pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan sedang dijalani
oleh Pegawai yang bersangkutan sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang PT. BPR Bank Buleleng 45

(Perseroda) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



